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BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 
 

 
SALINAN 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 
NOMOR  42  TAHUN 2011 

 
TENTANG 

 
PENGELOLAAN, PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL,  

PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 
 
Menimbang  :  a. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha perdagangan 

eceran dalam skala kecil dan menengah, usaha perdagangan 
eceran modern dalam skala besar, perlu diupayakan 
pemberdayaan, penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat 
perbelanjaan dan toko modern agar dapat tumbuh dan 
berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta 
saling menguntungkan; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pengelolaan, Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern; 

 
 
Mengingat  : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502); 

 
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3699); 
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4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek 

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3817); 

 
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3821); 

 
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4033); 

 
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan 

Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, 
Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di 
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4268); 

 
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844); 

 
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

 
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman 

Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4724);  

 
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro 

Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4866); 

 
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan 

dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3743); 

 
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

 
17. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2007 

tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha 
yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik 
Indonesia Nomor 111 Tahun 2007; 

 
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 

tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern; 

 
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat 
Perbelanjaan dan Toko Modern; 

 
 

 
Dengan Persetujuan Bersama 

 
DEWAN  PERWAKILAN  RAKYAT  DAERAH  KABUPATEN  BANGKA TENGAH 

 
dan 

 
BUPATI BANGKA TENGAH 

 
 
 

MEMUTUSKAN   : 
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Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN, PENATAAN 

DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT 
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN 

 
 
 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

 
Pasal 1 

 
Dalam Peraturan Daerah  ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bangka Tengah dan perangkat 

daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 
3. Bupati adalah Bupati Bangka Tengah. 
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi 

perdagangan atau yang membidangi pasar. 
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual 

lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, 
pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan 
maupun sebutan lainnya. 

6. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh 
Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik 
Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama 
dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los dan 
tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, 
swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, 
modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui 
tawar menawar. 

7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari 
satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal 
maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku 
usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan 
perdagangan barang. 

8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang 
digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu 
penjual. 

9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, 
menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk 
Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket 
ataupun grosir yang berbentuk Perkulakan. 

10. Pengelola Jaringan Minimarket adalah pelaku usaha yang 
melakukan kegiatan usaha di bidang Minimarket melalui satu 
kesatuan manajemen dan sistem pendistribusian barang ke outlet 
yang merupakan jaringannya. 

11. Swasta adalah koperasi atau Badan Usaha yang berbadan hukum 
lainnya. 

12. Pemasok adalah pelaku usaha yang secara teratur memasok 
barang kepada Toko Modern dengan tujuan untuk dijual kembali 
melalui kerjasama usaha. 
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13. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat 

UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang berskala mikro, kecil 
dan menengah. 

14. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan 
Usaha Menengah dan Usaha Besar disertai dengan pembinaan 
dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan Usaha Besar 
dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling 
memperkuat dan saling menguntungkan. 

15. Syarat Perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam 
perjanjian kerjasama antara Pemasok dengan Pusat Perbelanjaan 
dan/atau Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang 
berhubungan dengan pemasokan produk-produk yang 
diperdagangkan dalam Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko 
Modern yang bersangkutan. 

16. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya 
disingkat IUP2T, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya 
disingkatt IUPP dan Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya 
disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha 
pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. 

17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bangka Tengah yang mengatur pemanfaatan ruang 
dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona 
peruntukan sesuai dengan Rencana Detail Tata Ruang; 

 
 
 

BAB II 
RUANG LINGKUP PENGELOLAAN 

 
Pasal 2 

 
Pemerintah Daerah berwenang mengatur tempat usaha dan 
berjualan baik untuk Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko 
Modern. 

 
 

Pasal 3 
 

(1) Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau 
Toko Modern milik Pemerintah Daerah menjadi hak dan 
kewenangan Pemerintah Daerah. 

 
(2) Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern 

yang dibangun dan dimiliki oleh swasta dikelola oleh swasta. 
 
 

Pasal 4 
 

(1) Pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), 
dapat diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) 
atau dikerjasamakan dengan swasta. 

 
 
 
 
 
 


